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WALI KOTA CIREBON 

PROVINSI JAWA BARAT 

 

PERATURAN WALI KOTA CIREBON 

NOMOR  66  TAHUN 2021 

 

TENTANG 

PENETAPAN NOMENKLATUR DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA CIREBON, 

 

Menimbang :  a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan 

Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Instansi Pemerintah, dan Peraturan Daerah Kota Cirebon 

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kota Cirebon, maka perlu adanya 

penyesuaian nomenkaltur dan kelas jabatan dilingkungan 

Pemerintah Daerah Kota Cirebon; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 

tentang Penetapan Nomenklatur dan Kelas Jabatan di 

Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor  16  Tahun  1950  tentang 

Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan 

Daerah-Daerah Istimewa Jogyakarta sebagaimana telah 

beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-

Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik 

Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar 

dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015  

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11       

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72        

Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia           

Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembar 

Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana 
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telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 

Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Menajemen 

Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara 

Republik Indonesia Nomor 6477); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 

Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia           

Tahun 2013 Nomor 1636); 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang 

Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil 

di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273); 

9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang 

Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon 

(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);  

10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 

Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon 

Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5); 

11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon 

Nomor 107); 
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MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN 

NOMENKLATUR DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN 

PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON. 

 

Pasal 1 

Penetapan nomenklatur dan kelas jabatan di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Kota Cirebon terdiri dari : 

a. jabatan struktural; dan  

b. jabatan fungsional 

 

Pasal 2 

Daftar nomenklatur jabatan struktural, jabatan fungsional, 

nomenklatur jabatan pelaksana dan kelas jabatan tercantum 

dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Wali Kota ini. 

 

Pasal 3 

Kelas jabatan dan pemangku jabatan di Lingkungan 

Pemerintah Daerah Kota Cirebon di tetapkan dengan 

Keputusan Wali Kota. 

 

Pasal 4 

(1) Dalam hal terdapat perbedaan nomenklatur jabatan 

pelaksana Calon Pegawai Negeri Sipil dengan Peraturan 

Wali Kota ini, maka perubahan nomenklatur jabatan 

Calon Pegawai Negeri Sipil menyesuaikan dengan 

Peraturan Wali Kota setelah diangkat menjadi Pegawai 

Negeri Sipil. 

(2) Kelas Jabatan Fungsional dampak dari Penyederhanaan 

Birokrasi disetarakan dengan kelas Jabatan Administrasi 

yang diduduki sebelumnya sampai dengan ditetapkannya 

ketentuan penghasilan Penyetaraan Jabatan. 
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Pasal 5 

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan 

Wali Kota Cirebon Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penetapan 

Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota 

Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 53), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 6 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon. 

 

 

Ditetapkan di Cirebon 

pada tanggal 1 September 2021 
 
WALI KOTA CIREBON, 

 
              ttd, 

 
   NASHRUDIN AZIS 

 
 

 
Diundangkan di Cirebon 

pada tanggal 2 September 2021 

 

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON, 

 
                         ttd,  
 

                AGUS MULYADI 
 

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2021 NOMOR  69 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

 

 

FERY DJUNAEDI, SH., MH. 

Pembina Tingkat I (IV/b) 

NIP. 19711228 199803 1 002 

 


